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PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI BAGI PERUSAHAAN 

INDUSTRI YANG BERADA ATAU AKAN BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan 

berusaha terintegrasi secara elektronik berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (9) 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan 

dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri 

dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana 

Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci bagi Perusahaan 
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Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan 

Industri; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang   Nomor    32    Tahun    2009    tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang 

Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5806); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 142); 

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1509); 

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin 

Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Repubik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 485) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 

30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam 

Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1231); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 

RINCI BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI YANG BERADA ATAU 

AKAN BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan 

kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola 

oleh Perusahaan Kawasan Industri. 
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2. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang 

mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan 

Industri. 

3. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan 

kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di 

Indonesia. 

4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai 

dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 

bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelengaraan usaha dan/atau kegiatan. 

5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut 

UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap 

usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting 

terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

dan/atau kegiatan. 

6. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disingkat dengan RKL adalah upaya 

penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang 

ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau 

kegiatan. 

7. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disingkat dengan RPL adalah upaya 

pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena 

dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 

8. RKL-RPL Kawasan adalah RKL-RPL yang disusun oleh 

Perusahaan Kawasan Industri. 

9. RKL-RPL Rinci adalah RKL-RPL yang bersifat rinci dan 

spesifik yang disusun oleh Perusahaan Industri 

berdasarkan RKL-RPL Kawasan. 

10. Tim  Pemeriksa  adalah  tim  yang dibentuk oleh 

Perusahaan Kawasan Industri dan memiliki kompetensi 

di bidang lingkungan hidup. 
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11. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang 

ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang 

mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan 

Industri, perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan 

Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

Kawasan Industri. 

12. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya 

disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme 

kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber 

daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, 

serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama 

lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, 

penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data 

dan/atau informasi industri. 

13. Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang 

selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang 

digunakan untuk dapat mengakses SIINas. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perindustrian. 

15. Hari adalah hari kerja. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi: 

a. Perusahaan Industri yang: 

1. berada di Kawasan Industri; atau 

2. akan berlokasi di Kawasan Industri, 

dalam menyusun RKL-RPL Rinci dan melaporkan hasil 

pelaksanaan RKL-RPL Rinci; dan  

b. Perusahaan Kawasan Industri dalam memeriksa dan 

memberikan persetujuan RKL-RPL Rinci serta dapat 

melakukan pemantauan pelaksanaan RKL-RPL Rinci. 

 

Pasal 3 

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. penyusunan dan permohonan persetujuan RKL-RPL 

Rinci; 

b. pemeriksaan dan persetujuan RKL-RPL Rinci; 
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